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PERATURAN
i-]NIVERSITAS NEGERI YO(}YAKARTA

NOMOR : 06 TAHUN 2007

TENTANC

ORGANISASI DAN TATA KERIA SENAT FAKTJI,TAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REK'I'OR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tata kerjn scnat fakultas di lingkungan
ljniversitas Negeri Yogyakarta. pcrlu disusun organisasi dan tata kerjanya.

h . hahwa Organisasi dan Tata Keria Senat Fakultas dimaksud perlu ditetapkan
dengan peratumn universitas.

McnginSrl : l. lrndang-undang Nomor 20 'Iahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional ( Lembaran Negara Rcp,rblik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Iambahan l,embaran lJcgara Rcpublik lndonesia Nomor 4301);

2. l,craturan Pcmcrintah Nomor 60 I ahun 199{) k,ntang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang

Pcrubahan IKIP merjadi Universrtes Ncgcri Yogyakadai
4. Keputusan Presiden l{epublik Indoncsia Nonror 18/M Tahun 2006 tentang

pcngangkatan Rektor Universitas Ncgeri Yogyakarta;
5. Keputusan lty'cnteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Idonesia

Nomor 274lO/1999 tentangorganisasi dan Tata Keda Universitas Negeri
Yogyakarta:

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 003/0/2001 tentang
Statuta l-]niveriitas Negeri Yogyakarta:

7. Pcraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2006 lentang Persyamtan dan Tata Cara Perpajangan Batas Usia
Pensiun Guru Desar Dan Pcngangkatan Guru Besar Emeritus;

Dengan Persctujuan Bcrsama

SE}JA-I UNIVERSITAS NEGERI YOCYAKARTA
dan

REKTOR L]NIVERSII AS NEGERI YOGYA.KARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEIiATURAN UNIVERSITAS l'tlNl ANG ORGANISASI DAN IATA
KERJA SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN IINIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA .

BAB I
KETENTTIAN UMI]M

Pasal I

Dalam pcraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyaharta.
2. Rcktor adalrh rcktor universitas.
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan universitas.
4. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan universitas.
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5. Senat adalah senat fakultas.
6. Komisiadalah komisi senat.
7. Jurusan adalah jurusan di fakultas di lingkungan universitas.
8. Dosen adalah dosen biasa di fakultas di lingkungan universitas yang telah memiliki

Nomor Induk Negeri Sipil .

9. Organisasi dan Tata Keda Senat adalah pedornan dasar yang mengatur tentang segala
sesuatu yang berkenaan dengan organisasi dan tata kerja senat.

10. Pertimbangan adalah pendapat senat yang merupakan masukkan terhadap gagasan atau
rancangan mengenai sesuatu hal, yang dilakukan dalam rapat senat.

11. Pcrsetujuan adalah pcndapat dan/atau kcputusan senat yang bersifat menerima atau
tioak menerima suatu gagasan atau rancangan mengenai sesuatu hal, yang dilakukan
dalam rapat pleno senat.

l2 Pt.ngesahan adalah penetapan senat terhadap usulan keputusan yang telah mendapatkan
persetujuan oleh pihak terkait.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS SENAT

Pasal 2
(l) Scnat lbkultas berkedudukan di fakultas.
(2) Senat fakultas merupakan badan normatif dtrn perwakilan tertinggi di fakultas yang

berwcnang membcrikan pcrtimbangan, persetujua.n. dan pengcsahan terhadap rancangan
peraturan. dan /alau keputusan fakultas.

Pasal 3

Senal mcfipunyai tuSas:

a. lrlcnunLrskan dan rncngosahkan kebijakan dasar pengembangan fakultas, jurusan, dan program
slu(li:

h. rncrunruskan kebijakan pcnilaian preslasi akademik , kccakapan.dan kepribadian dosen;
c. nrcnlnluskan norna dan tolok ulrur pclaksanaan penyJlenggaraan fakultas;
d. nrcnrnruskan kcbiiakan layanan akademik, kemahasiswaan. alumni. dan keriasamal
o. mcnilui pcnanggungiawaban pimpinan lakultas atits pclaksanaan kebiiakan yang ditetapkao,

pada sctiapakhir tahun dan akhir masa tugasnya;
ll mcmbcrikan perlinlbangan berkenaan dengan calon-:alon yang diangkat menjadi dekan dan

pcmbantu dckan;
g. membcrikan pertimbangan berkenaan dcngan usulan kcnaikan .iabatan doscn sampai dengan

lektor:
h. memberikan pertimbangan berkenran dengan pcrpanjangan batas usia pensiun dan

pengangkatrrn Guru Bcsar l:mcritu,;;
i. memberikan pengesahan berkenran dengan calon-calon yang akan diangkat menjadi ketua

jurusan, sekretaris j urusan, ketua program studi, dan ketua laboratorium/bengkcl/studio;
j. memberikan pengesahan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas dan anggota

senat wakil dosen jurusan;
k. memberikrm pertimbangan dan persetujuan terhadap rcncana anggaran pendapatan dan

belanja fakultas yang diajukan oleh pimpinan fakultas;
l. memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelanggaran tcrhadap sumpah jabatan sebagai

pegawai negeri sipil.

BAB III
, KEANGGOTAAN SFNAT

Pasal 4
( I ) Anggota Senat terdiri atas :

a. Guru Besar yang telah dikukuhkan;
b. ang}otaex ofrcio: dekan, pembantu dekan, dan ketuajurusanl
c. anggota wakil dosenjurusan.



(2) Masa tugas anggota senat :

a. Guru Besar memiliki masa tugas sejak yang bDrsangkutan ditetapkan oleh dekan dan
berakhir pada saat pensiuni

b. aigg(tta ex ofrcio memiliki masa tugas sejak yang bersangkutan dilantik sampai dengan
masa tugas tambahannya berakhir:

c. anggota wakil dosen jurusan memiliki masl tugas 4 (empat) tahun seiak yiug
bersangkutan ditetapkan oleh dekan.

BAB IV
ORGANISASI SENAT

Pasal 5

Organisasi senat terdiri atas :

a. ketua;
b. seketaris :

c. komisi:
l. ketua:
2. sekretarisr
3. angtota.

Pasal 6

(l) Ketua scnat dijabat oleh dekan.
(2) Ketua senat be(anggungiawab atas pelaksanaan hlgas-tugas senat sebagaimana dimaksud

pada Pasal 3 peraturan ini.
(3) Dalam mclaksanakan tugas tugas harian senat, ketua senat dibantu oleh seorang sekletaris

senal.
(4) Kclua senat ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 7

(1) Sckrctaris scnat dijabat oleh scorang anggota senat yang dipilih oleh dan di antara anggota

sJnllt.
(2) l)ckan schko ketua scnat nrengusulkan I (satu) orang atau lcbih.
(3) I'crlilihan sckrctaris senat ditaksanakan dengan musyawarah untuk mufakat atau dengan

pcnrungutan suara olch anSSota senat yang hadir dalam rapat.

(4) ( irl()n sekrcldri scnal yang disctujui dengan musyawarah atau yang dipilih dan memperoleh

srritri lcrbanyak (lisahkan meniadi sckretaris scnat.

Pasal 8

( l) Sckretxris scnat bertugas:
a. mendampingi ketua senat d:rn melaksanakan tugas harian scnat;

b. bertidak atas nama kctua senat sctelah mendaPat mandat dari ketua senat dalam hal

ketua senat berhalangan.
(2) Sckretaris senat memiliki masa tug.s 4 (empat) tahrn dan dapat dipilih kembali.

Pasal 9

(l) Scnat dapat membcntuk komisi sebanyak yang dipcrlukan sesuai dengan tugas senat.

(2) Apabila sonat membcntuk komisi, anggota senat hanrs menjadi salah satu anggota

, komisi sesuai dcngan pilihannYa.
(3) Sekretaris senat menyusun daftar anggota komisi dengan mempertimbangkan perimbangan

jumlah anggota komisi.
(4) Jenis dan tugas komisi ditentukan oleh ketua scnat.

Pasal l0
( 1) Senat dapat membentuk panitia ad ioc yang anggotanya berasal dari anggota senat ditambah

unsur lain sesuai kebutuhan.
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(2) Par]itla ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diangkat dengan surat keputusan dekan

selaku ketua senat.
(3) Pa]I1itia ad hoc melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam surat pengangkatannya-

BAR V
.I'ATN 

C ARA PEMILIH^N KIJi,I]NGKAPAN
ORCANISASI SENAl

lasal !l
(l) Pemilihan sckretaris senat dilaksanakan dalam rapat pleno senat.

iZl femilihan dipimpin oleh dekan selaku kctua senat sebagai pcminrpin rapat dan didampingi

oleh salah satu anggote senat sebagai sekrctans rapat setelah mendapat persetujuan rapat'

(3) Apabila calon sekretaris senat yang diajukan oleh dekan I (satu) orang diadakan musyawarah

untuk mendapatkan persetujuan.
(4) Apabila dekan mengajukan calon sekretaris senal lebih dari | (satu) orang diadakan

pemilihan dengan pemungutan suara

(5) Calon yang mcmpcrolch suara tcrbanyak ditetapkan menjadi sckretaris senat.

Pasal 12

(1) Ketua dan sekretaris komisi dipilih setelah keanggotaan komisi tersusun.

i2) Rapat komisi clipimpin oleh salah seorang anggota komisi setelah mendapat persetujuan rapat'

(3) Ketua dan sekretaris komisi dipilih dari darr oleh anggota komisi.

i4j Ketua dan sekreraris komisi mempunyai masa tugas 4 (empat) tahun dan dapat dipilih
kembali.

(5) Ketua, sr)kretaris , dan anggota komisi ditetapkan dengan keputusan dekan'

BAB VI
KEGIATAN DAN TATA KERJA

Pasal 13

Kegiatan scnat mcliputi rapat-rapat dan kcgiatan lain yang sesuai dengan tugasnya.

Ilapat scnat terdiri atas rapat pleno, rapat komisi, darr rapat antar komisi.

Rapat antar komisi dihadiri oleh ketua dan sekretaris komlsi

Pasal 14

(l) Ilirpat plcno scnat disclenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau

scsuai keperluan.
(2) Agcnda rapat disusun oleh sckrctaris scnat .

(l) I'crubahan. pcnambahan, dan pcngurangan agenda lapat diusulkan oleh anggota senat setelah

pcnlinrpiD rapal mcfihuka rupat dan disetujui oleh anggota yang hadir.

(4) I Inrlanran rapal scnat disiapkan dan ditandatangani olch ketua senat atau sekretaris dan

clikirinr kcpada para anggota selambat-lambatn] a 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat

dilaksanakan. kccuali dalam keadaan mendesal< .

Pasal 15

(l) Rapat konrisi disclcnggarakan menurut kep€rluin.
(2) Rapal panitia ad,oc dilaksanakan menurut keperluan.

(3). Agcnda rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun oleh ketua atau seketaris

konrisi. a{au ketua panitia ad hoc.

(4) Pcrubahan. pcnambahan. dan pengurangan agcnd3 rapat diusulkan oleh anggota komisi

setclah pemimpin rspat mcmbuka Iapat dan disetuiu; oleh anggota yang hadir-

(5) tJndangafl mpat scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dan (2) disiapkan dan

ditandaiangaoi oleh ketua atau sekretais komisi atau ketua panitia ad hoc dikirim kepada

anggota sclambat-lambatnya 3 (1iga) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan' kecuali dalam

keadaan mendesak.

(l)
(2)
(3)
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Pasal 16

Rancangan rumusan kebijal'an. peraturan. usulan kegiatan. dan hal-hal lain yang dianggap

perlu Jisusun oleh komisi. antar konlisi. atau pdnitia arll1oc. di dalam rapat sebagaimana

dimaksud pada Pasal I4 dapat diusulkan unluk diagcndakan dalam rapat pleno senat'

Dalam mrngaiukan usulan agcnda rapat pleno scnat perlu mcmpcrhatikan batas waktu.vang

bcrkaitan dengan materi usulan tersebut.

Penentuan prioritas pembicaraan usulan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (l ) disahkan

di dalam rapat pleno scnat.

Pasal 17

(l) Anggota senat yang hadirdalam rapat mempunyai hak bcrbicara. mengemukakan pendapat,

memilih, dan dipilih.
(2) Rapat senat dapat clilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum, yaitu dihadiri sekurang -

kurangnya oleh 2/3 (dua pertiga) jun'lith anggota scnat..

(3) Apabiia kuorum tidak terpenuhi. raprt dihentikan senlentara selama l5 (lima belas) menit,

kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.

(4) Anggota scnat yang terlambat hadir. dipe'bolehkao atau tidak diperbolehkan masuk ruang

rapat tergantung sifat rapat.

fJ, Anggota scnat yang hadir dalam rapat han's merahasiakan materi pembicaraan yang

menurut sifatnya dait-/atau menurut keputusan rapat harus dirahasiakan'

f6) Anggota senat yang tidak hadirdalam rapat pleno, komisi. memberitahukan kepada dekan

seliliu ketua senat atau sekretari senat, .rtau ketua atau sekretaris komisi secara tertulis atau

lisan
(7) Anggota senat yang tidak hadir dalam :apat pleno yang menghasilkan suatu keputusan

dianggap menerima keputusan rapat.

Pasal 18

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat sedapat mungkin diusahakan dengan musyawarah untuk

mufakat.
(2) Apabila tidak dapat diambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) keputusan

diambil dengan pemungutan suara.

(3) Pemungulan suara dilakukan oleh anggota ser,at yang hadir sesuai kesepakatan.

(4) Pengambilan keputusan dengan pemungutan suara dinyatakan sah apabila memperoleh
jumlah suara sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) persen ditambah I (satu) suara dari jumlah

anggota senat yang hadir.
(5) Apabila pongambilan keputusan dengan pcmungutan suara tidak dapat memenuhi

sebagairrrana dimaksud pada ayat (4) dilakukan perr,ungutan suara ulang, keputusan diambil
atas dasar suara terbanyak.

(6) Apabila terdapat jumlah suara yang sama dalam pengamhilan keputusan melalui pemungutan

suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemungutan suara diulang sampai diperoleh
jumlah suara berbcda-

(?) Pemungutan suara untuk mengambil keputusan dilakukan secara langsung, bebas, dan lahasia
(8) Scmua kepulusan, baik yang diambil dengai musyawarah maupun dengan pemungutan suam

harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Pasal 19

( I ) Semua pokok pernbicaraan d.n keputusan rapat pleno dicat.lt olch sekretaris senat.

(2) No{ulcn hasil rapat pleno diperbanyak dan disampaikan kcpada semua anggota senat pada

. rilFt plcno scnat bcrikutnya.

Pasal 20
(l) l'cmbcrian pcrtimbanSm. persctuiuan. atau pengesahan oleh senat dilaksanakan dalam lapat

plc'rro scnal.
(2) llsulan rancangan dari berbagai pihak diajukan secara tertulis kepada dekan selaku ketua senat

untuk bicarakan di dalam rapat pleno senat.
(3) Llsulan pcngangkatan pcjabat tertentu diajukan olch dekan selaku ketua senat dalam rapat

pleno sei1a1 untuk mendapatkan pertimbrLngan. persetlriuan. atau pengesahan.

(2)

(l)



(4)

(s)

(6)
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Dckan sclaku ketua senat dapat secara langsung memintakan pcrtimbangan, pelsetujuan, atau

n",r*"r"hn,1 dalam rapat plcno senat atarikctentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 18'

ir,crrcntrrk,rn untuL Jibaha; lcbih mcndalam otch komisi yarg sesuai'

,tfrt,itu ror"ungun alau usul pengangkatan tersebut perlu dibahas di dalam rapat komisi'

t ,i*i.i vanu bcrsanqlutan mcnyclcnggarakan rapat sebclum rapat pleno senat bedkutnya

i"n.r",, t"l,,t Lcmisi sehegaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dibahas dalam rapat

fl.:,,,' *",,0t,r,tul r"n,Japrtlion penimbangan. ncrscttrjuan alatr pcngesahan'

(4)

BAB VIII
LAIN-LAIN

Pasal 2l
(1) Scnxt mcngusulk.n rcncana anggaran untuk pcmbiayaan kegiatan setiap awal tahun'

iii i"tr"iu. i""r,, LctLra komisil-dan sekreta;is komisi mendapat honorarium bulanan sesuai

(3)
dengan kctcntuan Yang berlaku.
i"iiip ungrir,o ."n" yong hadir dalam rapat mcndapat uang transport dan uang sidang sesuai

dcngan kctentr.ran Yang berlaku.

Ang-_gota panitia arl hrr-c mendapat honorarinm seslrai dcngan kctentuan dalam sumt keputusan

dckan tcntan g Pengangkatannya.

Pasa,l22

(1) Setiap anggota senat harus mclaksenakan tugas kesenatan sesuai dengan ketenfuan yang diatur

dalam pcraturan ini.
(2) Anggota scnal cx-ofricio atau wakil dosen jurusan yang berhalangan tetap diberhentikan
' ' 

setl-gai anggota senat dan diganti dengan anggola senat yang baru untuk meneruskan sisa

rn^u trgu. , y"ng p"nctapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku'

Pasal 23

(1) Koordinasi kegiatan senat dengan unit struktural pada fakultas menjadi tanggung jawab

sekretaris senat dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang ''elah di setujui bersama dalam

Prosedur opcrasi Baku antam senat dan unit-unit terkait.
(2) Prosedur Operasional Baku sebagaimana dimaxst'd pada ayat (l) akan diatur dengan

peraturan tcrsendiri.
(3) Segala pcnyimpangan dari ketentuan dalam peraturan ini t'anya dapat dilakukan atas

persetujuan tertulis dari dekan setelah mendapat pertimbangan senat.

BAB IX
PFN(]TI]P

Pasal 24

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peratumn []ni\ersitas No 05/PU/2004 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Senat Fakultas dinyarakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan ini berlaku seiak tanggal ditetapkan.

I)itel,rpkan (li : Yogyakarla
I anggal : 19 Dcscmber 2007__/-->.\-
Rekthr.

f t:"-t !lt:^lqY*oitono,Ph.o.P 1!NIP 130687369


